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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

               Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan 

bahwa Kantor Pertanahan Surakarta telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

segala urusan pertanahan termasuk dalam Pendaftaran Tanah dan penerbitan 

sertipikat dengan memperhatikan dan mematuhi prosedur serta tahapan yang 

merupakan tata cara yang mengacu pada pedoman Peraturan Menteri Agraria 

Kepala BPN Nomer 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini dapat dilihat dari layanan pertanahan yang 

diberikan oleh Kantor Pertanahan Surakarta. Pelaksanaan prinsip tersebut dalam 

penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah oleh Kantor Pertanahan Surakarta dapat 

dilihat dari proses awal ketika seluruh persyaratan yang diserahkan oleh pemohon 

diterima, hingga tahap akhir ketika sertipikat Hak milik atas tanah diterbitkan. 

Mulai dari loket hingga penandatanganan sertipikat, semua persyaratan yang 

diterima oleh front office maupun back office Kantor Pertanahan Surakarta, 

sebelum diajukan ke pimpinan, melewati berbagai pengecekan. Hal ini dilakukan 

untuk memudahkan proses serta meminimalisir kemungkinan terjadinya 

kesalahan dan kekeliruan dalam penerbitan sertipikat Hak milik atas tanah. 

Tahapan kegiatan administrasi maupun kegiatan lapangan seperti pengukuran, 

telah mengikuti syarat serta prosedur yang dipersyaratkan sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum sertipikat Hak Milik atas tanah 

diserahkan pada pihak yang bersangkutan, sertipikat tersebut juga melewati 
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berbagai pemeriksaan sebelum disetujui oleh antara lain Kepala Sub Seksi 

Pendaftaran, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah serta Kepala Kantor Pertanahan 

untuk selanjutnya dilakukan proses pembukuan dan penerbitan sertipikat Hak 

Milik atas tanah. Pemeriksaan data yuridis dan data teknis ini sendiri, juga 

merupakan bukti bahwa penerapan prinsip kehati-hatian oleh Kantor Pertanahan 

Surakarta sudah terlaksana karena pemeriksaan data yuridis dan data teknis 

merupakan standar operasional prosedur yang harus dilakukan. 

Tujuan utamanya diterapkan prinsip kehati-hatian khususnya dalam penerbitan 

sertipikat Hak Milik atas tanah, adalah agar Kantor Pertanahan Surakarta selalu 

memperhatikan serta berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan jabatannya 

dengan memikirkan akibat-akibat yang dapat timbul kepada orang lain sehingga 

tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat 

dapat tercapai. Dengan adanya dan diberlakukan prinsip kehati-hatian ini, 

diharapkan Kantor Pertanahan Surakarta dapat menjaga kepercayaan yang telah 

diberikan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Kantor 

Pertanahan tetap tinggi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka satu-satunya saran yang ingin penulis 

berikan kepada Kantor Pertanahan Surakarta adalah untuk tetap memperhatikan 

serta menerapkan prinsip kehati-hatian seperti yang telah dilakukan selama ini, 

khususnya dalam penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
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Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini untuk 

menjaga serta mendukung kualitas kerja layanan pertanahan di Kantor Pertanahan 

Surakarta serta mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. 
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